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ABSTRAK 
Pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi di negara-negara berkembang telah 
menyebabkan peningkatan jumlah permukiman kumuh, terutama di daerah tepi sungai. Studi ini 
menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya permukiman kumuh di atas atau di dekat 
sungai, dengan fokus pada dampak sosial-ekonomi dan lingkungan serta upaya untuk mengatasi 
tantangan tersebut. Indonesia, dengan banyak sungainya, menjadi studi kasus yang kritis. Praktik 
tradisional tinggal di tepi sungai untuk kebutuhan dasar seperti air dan transportasi telah berkembang 
menjadi daerah kumuh yang padat akibat kurangnya regulasi pemerintah dan kendala ekonomi. 
Permukiman ini menghadapi tantangan besar seperti infrastruktur yang tidak memadai, sanitasi yang 
buruk, risiko banjir tinggi, dan degradasi lingkungan. Studi ini menggunakan metode tinjauan literatur 
dengan menganalisis berbagai jurnal akademik, laporan penelitian, dan kebijakan pemerintah untuk 
memahami dinamika permukiman kumuh di tepi sungai. Studi kasus dari Makassar, Palembang, dan 
Banjarmasin di Indonesia turut disertakan, menyoroti kondisi sosial-ekonomi, karakteristik fisik, dan 
masalah lingkungan di permukiman tersebut. Hasil penelitian menekankan perlunya pendekatan 
terpadu yang melibatkan perbaikan infrastruktur, regulasi ketat, edukasi masyarakat, dan 
perencanaan partisipatif untuk meningkatkan kondisi hidup dan keberlanjutan di permukiman kumuh 
tepi sungai. Rekomendasi diberikan untuk kebijakan dan intervensi berbasis bukti yang efektif untuk 
menangani isu kompleks yang terkait dengan permukiman kumuh di atas atau dekat sungai. 

ABSTRACT 
The rapid increase in population and urbanization in developing countries has led to the proliferation 
of slum settlements, particularly in riverfront areas. This study examines the factors influencing the 
formation of slum settlements on or near rivers, focusing on the socio-economic and environmental 
impacts and the efforts to address these challenges. Indonesia, with its numerous rivers, provides a 
critical case study. The traditional practice of living by the rivers for essential needs like water and 
transport has evolved into densely populated slum areas due to insufficient government regulation and 
economic constraints. These settlements face significant challenges, including inadequate 
infrastructure, poor sanitation, high flood risk, and environmental degradation. The study employs a 
literature review method, analyzing various academic journals, research reports, and government 
policies to understand the dynamics of riverfront slums. It also includes case studies from Makassar, 
Palembang, and Banjarmasin in Indonesia, highlighting the socio-economic conditions, physical 
characteristics, and environmental issues of these slums. The findings emphasize the need for 
integrated approaches involving infrastructure improvement, strict regulations, community education, 
and participatory planning to enhance living conditions and sustainability in riverfront slum settlements. 
Recommendations are provided for evidence-based policies and interventions to effectively tackle the 
complex issues associated with slum settlements on or near rivers. 

Artikel ini dapat diakses secara terbuka (open access) di bawah lisensi CC-BY-SA 

 

PENDAHULUAN 

Permukiman kumuh muncul akibat populasi yang terus bertambah di negara-negara berkembang (Kondapi et al., 2019, p. 1) serta 
urbanisasi yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan peluang ekonomi yang disediakan oleh kota (J. Singh & Singh, 2024, p. 1). 
Urbanisasi yang tidak dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam meregulasi pembangunan (Preko et al., 2021, p. 635) dan kemampuan 
ekonomi masyarakat (Zubaidah et al., 2023, p. 2) dapat menyebabkan kepadatan hunian yang tinggi dan memperparah permukiman kumuh 
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(Thomson et al., 2021, p. 1). Penduduk dengan keterbatasan ekonomi memilih tinggal di tepi atau bahkan di atas sungai karena keterbatasan 
lahan dan tingginya biaya perumahan di perkotaan.  

Indonesia sebagai negara maritim memiliki banyak area waterfront. Selain itu juga memiliki banya sungai bersar seperti di Sumatera 
dan Kalimantan (Sarwadi et al., 2001, p. 225).Tradisi tinggal di tepi sungai sudah ada sejak lama, karena sungai menyediakan sumber air 
yang vital bagi kehidupan sehari-hari, seperti untuk mandi, mencuci, memasak dan transportasi (Michiani & Asano, 2017, p. 72). Namun, 
seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat, wilayah tepi sungai yang dulu asri berubah menjadi daerah yang padat dan sering 
kali tidak teratur . Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya infrastruktur dasar seperti sanitasi dan sistem pengelolaan limbah yang memadai, 
sehingga daerah tepi sungai sering kali menjadi permukiman kumuh (Sarwadi et al., 2001, p. 225). Permukiman tepi sungai rawan terhadap 
banjir, penyebaran penyakit, dan masalah lingkungan lainnya, akibat pertumbuhan permukiman yang tidak terkendali seperti yang terjadi di 
Banjarmasin (Mentayani, 2019, p. 497). Upaya untuk memperbaiki kondisi ini memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan peningkatan 
kualitas infrastruktur (Michiani & Asano, 2019, p. 378), regulasi yang ketat (Michiani & Asano, 2019, p. 393), serta edukasi kepada masyarakat 
tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sungai (Ramadhan & Sundawa, 2020, p. 255). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan permukiman 
kumuh di atas atau tepi sungai, serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diakibatkan oleh permukiman tersebut. Penelitian ini juga 
bertujuan untuk mengevaluasi upaya yang telah dilakukan dalam menangani masalah permukiman kumuh di sungai, dengan menggunakan 
pendekatan yang komprehensif termasuk perbaikan infrastruktur, regulasi pemerintah, serta partisipasi masyarakat untuk mencapai 
keberlanjutan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Definisi kumuh berdasarkan KBBI adalah cemar, kotor (BPPB, 2023). Definisi berdasarkan oxford dictionary, slum adalah suatu 
kawasan kota yang sangat miskin dan rumah-rumahnya kotor dan kondisinya buruk (OED, 2023). Definisi berdasarkan The Encyclopedia 
Britannica, slum adalah Kawasan padat penduduk dengan perumahan di bawah standar, biasanya di kota, ditandai dengan kondisi tidak sehat 
dan disorganisasi sosial. Definisi kawasan kumuh dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, seringkali berdasarkan konteks dan kondisi 
lokal (Encyclopædia Britannica, 2024).  

Kata “perkampungan kumuh” muncul dalam bahasa London pada awal abad ke-19, yang awalnya merujuk pada “ruangan yang 
bereputasi rendah” atau “bagian kota yang rendah dan jarang dikunjungi”. Selama sebagian besar abad ke-19, kata tersebut muncul dalam 
bahasa tertulis dalam tanda kutip sebagian besar sebagai “daerah kumuh”. Pada akhir abad ke-19, kata tersebut digunakan sebagaimana 
didefinisikan dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford sebagai, “Jalan, gang, pelataran, dan lain-lain, yang terletak di kawasan padat penduduk 
di suatu kota atau kota besar dan dihuni oleh masyarakat kelas bawah atau masyarakat yang sangat miskin; sejumlah jalan atau lapangan ini 
membentuk lingkungan atau distrik padat penduduk dimana rumah-rumah dan kondisi kehidupannya kumuh dan menyedihkan”(GUO, 2003, 
p. 7). 

Definisi kawasan kumuh dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain karena perbedaan pembangunan perkotaan, kondisi 
ekonomi, faktor budaya, dan kebijakan pemerintah. Permukiman kumuh adalah tempat yang sangat beragam dan tidak dapat didefinisikan 
secara ketat. Banyak yang menjadi daerah kumuh karena tidak dikenal oleh pejabat pemerintah dan pemerintah setempat. Kurangnya 
pengakuan ini – informalitas – merupakan karakteristik dan penyebab masalah ketidakcukupan. Permukiman kumuh, kemiskinan dan sektor 
informal mempunyai keterkaitan yang erat, namun tidak sejalan (UN-HABITAT, 2003, p. 57).  

Berdasarkan UN-Habitat permukiman kumuh adalah sekelompok individu yang tinggal serumah di wilayah perkotaan yang tidak 
memiliki satu atau lebih dari lima kondisi berikut: a) rumah yang dirancang dan dibangun dengan baik untuk melindungi penghuninya dari 
bencana alam; b) jumlah ruang yang cukup untuk setiap anggota rumah tangga; c) ketersediaan air minum yang aman; d) kondisi sanitasi 
yang baik, yaitu toilet yang bersih dan sistem drainase yang baik; dan e) kepemilikan tanah; (UN-HABITAT, 2006, p. 21). Pemerintah indonesia 
dalam Undang-Undang No 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendefinisikan permukiman kumuh adalah 
permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta 
sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai 
tempat hunian (Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2011, 2011). 

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh (Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018, 2018): a) di atas air; b) di tepi air; 
c) di dataran rendah; d) di perbukitan; dan/atau e) di daerah rawan bencana. 

Penelitian ini difokuskan pada permukiman kumuh diatas air. Bentuk permukiman kumuh diatas air dapat didefinisikan sebagai 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai atau laut dengan 
mempertimbangkan kearifan lokal. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (literature review) yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman 
yang mendalam mengenai fenomena permukiman kumuh di atas atau tepi sungai. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji 
bersifat kompleks dan multidimensional, melibatkan aspek sosial, ekonomi, fisik, serta lingkungan yang telah banyak dibahas dalam berbagai 
penelitian terdahulu. Tahapan penelitian dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan, meliputi jurnal 
akademik, laporan penelitian, prosiding seminar, dokumen kebijakan, dan artikel ilmiah. Literatur dipilih berdasarkan relevansi topik, 
kredibilitas sumber, serta kemutakhiran dalam rentang lima hingga sepuluh tahun terakhir agar hasil analisis dapat mencerminkan kondisi 
terkini. 
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Dalam proses seleksi, literatur yang digunakan harus memenuhi kriteria inklusi, yaitu membahas faktor sosial, ekonomi, fisik, dan 
lingkungan dalam pembentukan permukiman kumuh; memiliki konteks spasial kawasan tepi atau di atas sungai, khususnya di wilayah 
perkotaan; serta mencakup pembahasan mengenai kebijakan, strategi penataan, atau upaya peningkatan kualitas permukiman. Sumber yang 
tidak memiliki dasar empiris yang jelas, tidak relevan dengan konteks penelitian, atau bersifat opini umum dikeluarkan dari analisis agar 
menjaga objektivitas hasil kajian. 

Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menelaah isi setiap literatur untuk menemukan pola, hubungan 
tematik, dan kesenjangan penelitian. Setiap sumber ditelaah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terbentuknya permukiman kumuh 
di atas sungai, dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, serta upaya penanganannya. Hasil dari berbagai literatur kemudian 
disintesis secara tematik untuk mengelompokkan temuan ke dalam empat dimensi utama, yaitu fisik, sosial ekonomi, ekologi, dan kebijakan 
penataan kawasan. 

Untuk menjaga validitas dan konsistensi hasil analisis, dilakukan perbandingan silang antar sumber (cross-checking) guna 
memastikan keakuratan informasi dan kesesuaian konteks. Hasil sintesis tersebut digunakan untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi 
berbasis bukti (evidence-based) yang dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan penanganan permukiman kumuh di atas atau tepi 
sungai. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menguraikan kondisi eksisting permukiman kumuh di atas sungai, tetapi 
juga mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program penataan yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi peluang pengembangan strategi 
yang lebih berkelanjutan dan partisipatif di masa mendatang. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik permukiman kumuh 

Sebuah permukiman bisa dianggap sebagai permukiman kumuh jika memiliki satu atau lebih dari kriteria berikut: 
a. Fisik bangunan 

Permukiman kumuh bisa diidentifikasi berdasarkan kondisi fisik bangunannya. Permasalahan permukiman kumuh bisa diketahui dari 
kondisi fisik bangunan yang tidak layak dan dianggap tidak mampu melindungi penghuninya dari bahaya serta kepadatan hunian yang 
tinggi (Kondapi et al., 2019, p. 1), selain itu bisa juga dilihat dari kualitas lingkungan yang tidak sehat (UN-HABITAT, 2006, p. 21)(Baitalik 
et al., 2015, p. 82) (Lilford et al., 2019, p. 4) (Yadav et al., 2021, p. 116) (BBS, 2014, p. 5) (Peraturan Menteri PUPR Nomor 
14/PRT/M/2018 Tahun 2018, 2018). Fisik bangunan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 di 
definiskan kumuh jika: 
1) Ketidakteraturan bangunan terjadi ketika bangunan tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang 

(RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), termasuk pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan 
bangunan di suatu zona. Selain itu, pelanggaran terhadap tata kualitas lingkungan dalam RTBL, seperti pengaturan blok lingkungan, 
kapling, ketinggian dan elevasi lantai, identitas serta orientasi lingkungan, dan tampilan wajah jalan, juga menjadi indikator 
ketidakteraturan ini. 

2) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi terjadi ketika Koefisien Dasar Bangunan (KDB) atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 
melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Tata Bangunan dan 
Lingkungan (RTBL). Pelanggaran ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan tata ruang dan mengganggu keteraturan 
pembangunan di kawasan yang telah direncanakan. 

3) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat 
- Persyaratan tata bangunan mencakup peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung, aspek arsitektur bangunan, 

pengendalian dampak lingkungan, serta kepatuhan terhadap Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Selain itu, 
pembangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air, serta prasarana atau sarana umum juga harus memenuhi ketentuan 
yang berlaku untuk menjaga keseimbangan tata ruang dan kualitas lingkungan. 

- Persyaratan keandalan bangunan gedung mencakup aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. 
Keselamatan mencakup struktur dan sistem proteksi kebakaran, kesehatan berfokus pada sirkulasi udara dan pencahayaan, 
kenyamanan meliputi tata ruang yang ergonomis, dan kemudahan mencakup aksesibilitas bagi semua pengguna, termasuk 
penyandang disabilitas. 

b. Layanan permukiman 
Kurang atau tidak tersedianya layanan prasarana permukiman seperti jalan, air bersih, sanitasi (Yadav et al., 2021, p. 116) (UN-

HABITAT, 2006, p. 21), drainase, persampahan (Kondapi et al., 2019, p. 1) dan pengamanan kebakaran (Peraturan Menteri PUPR 
Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman 
Kumuh, 2018) serta layanan sarana permukiman seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan transportasi (Lilford et al., 2019, p. 4). 
Berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018, layanan permukiman di definiskan kumuh jika: 
1) Jalan lingkungan yang tidak memadai ditandai dengan jaringan jalan yang tidak melayani seluruh area perumahan atau permukiman, 

serta kualitas permukaan jalan yang buruk, sehingga mengganggu aksesibilitas dan kenyamanan penghuni. 
2) Akses air minum yang aman tidak tersedia ketika masyarakat tidak dapat memperoleh air yang memenuhi standar kualitas sesuai 

dengan peraturan, serta kebutuhan minimal air minum, yakni 60 liter per orang per hari, tidak terpenuhi, sehingga berdampak pada 
kesejahteraan penghuni di lingkungan perumahan atau permukiman. 

3) Drainase lingkungan yang tidak memadai ditandai dengan tidak tersedianya saluran tersier atau lokal yang terhubung dengan 
saluran utama, sehingga air tidak dapat mengalir dan menyebabkan genangan. Selain itu, drainase yang ada mungkin tidak mampu 
mengalirkan limpasan air hujan, menyebabkan genangan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari dua kali 
setahun. Kualitas konstruksi drainase yang buruk, seperti saluran berupa galian tanah tanpa pelapis atau mengalami kerusakan, 
juga memperburuk kondisi ini. 
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4) Sistem pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis ditandai dengan kakus atau kloset yang tidak terhubung 
dengan tangki septik, baik secara individual, komunal, maupun terpusat. Selain itu, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah 
yang tidak memadai, seperti ketiadaan sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat, memperburuk kondisi sanitasi lingkungan. 

5) Prasarana dan sarana persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis mencakup ketiadaan tempat sampah dengan 
pemilahan di tingkat rumah tangga, TPS atau TPS 3R di tingkat lingkungan, sarana pengangkut sampah, serta tempat pengolahan 
sampah terpadu (TPST). Selain itu, sistem pengelolaan persampahan yang tidak memadai, seperti kurangnya pewadahan dan 
pemilahan domestik, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah di tingkat lingkungan, semakin memperburuk 
pengelolaan limbah di wilayah tersebut. 

6) Proteksi kebakaran yang tidak memadai terjadi ketika prasarana seperti pasokan air dari sumber alam atau buatan, akses jalan 
untuk kendaraan pemadam, sarana komunikasi kebakaran, serta data sistem proteksi kebakaran tidak tersedia. Selain itu, ketiadaan 
sarana seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), kendaraan pemadam kebakaran, dan mobil tangga sesuai kebutuhan juga 
menambah risiko dalam menangani kebakaran di lingkungan tersebut. 

c. Ekologi 
Sebuah kawasan bisa dianggap kumuh juga bisa dilihat dari ekologi kawasan tempat permukiman tersebut. Lilford dkk. (2019) 

menyebutkan bahwa kondisi ekologi kawasan mempengaruhi kualitas permukiman sehingga bisa menentukan kawasan tersebut kumuh 
atau tidak, berikut aspek ekologi yang mempengaruhi permukiman (Lilford et al., 2019): 
- Gradient dan Ketinggian: Permukiman kumuh sering berada di dataran rendah yang rentan terhadap banjir atau daerah dengan 

risiko penurunan tanah dan tanah longsor. 
- Ruang Hijau: Ketersediaan dan kualitas ruang hijau di sekitar permukiman. 
- Ruang Biru: Keberadaan badan air seperti sungai atau danau, serta kualitas air tersebut. 
- Kualitas Udara: Tingkat polusi udara di sekitar permukiman. 
- Bahaya Lingkungan dan Industri: Keberadaan risiko lingkungan dan industri, seperti pabrik atau lokasi pembuangan limbah yang 

berbahaya. 
Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan blue space (ruang biru seperti sungai, danau, dan badan air lainnya) dapat 

mempengaruhi tingkat kekumuhan di suatu daerah karena beberapa alasan: 
1) Kesehatan dan kualitas hidup menurun ketika kualitas udara memburuk akibat kurangnya RTH yang berfungsi menyerap polutan 

dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan risiko penyakit pernapasan (Dawood & Jassim, 2023). Selain itu, ruang hijau 
dan biru yang penting untuk rekreasi dan relaksasi mendukung kesehatan mental. Ketidaktersediaan akses ke area ini dapat 
meningkatkan stres dan masalah kesehatan mental (Zhou & Wang, 2011). 

2) Pengelolaan air yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko banjir karena RTH dan ruang biru berperan penting dalam menyerap 
air hujan dan mengurangi genangan (Agustine et al., 2022). Selain itu, kurangnya perawatan ruang biru dapat menyebabkan 
pencemaran air akibat sampah dan limbah domestik yang tidak terkelola dengan baik (Dawood & Jassim, 2023).  

3) Kepadatan dan kepadatan bangunan yang berlebihan terjadi ketika lahan sepenuhnya digunakan untuk bangunan dan infrastruktur 
tanpa menyediakan RTH, sehingga mengurangi ruang untuk fasilitas umum seperti taman, area bermain, dan fasilitas olahraga 
(Zhou & Wang, 2011). Selain itu, kurangnya RTH menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk, yang membuat kawasan menjadi 
lebih padat dan kumuh karena semua lahan digunakan untuk pemukiman (Tian et al., 2014). 

4) Kurangnya RTH dan blue space membuat lingkungan menjadi gersang dan kurang menarik, sehingga mengurangi kenyamanan 
dan estetika lingkungan (Tian et al., 2014). RTH juga berperan dalam meningkatkan daya tarik kawasan. Selain itu, minimnya ruang 
terbuka mengakibatkan terbatasnya fasilitas rekreasi, yang penting bagi aktivitas fisik, sosial, dan kualitas hidup penduduk (Zhou & 
Wang, 2011; Dawood & Jassim, 2023). 

5) Isu sosial dan ekonomi terkait kurangnya RTH dan blue space sering terjadi di kawasan berpendapatan rendah, menciptakan 
ketidakadilan sosial dan memperburuk kondisi kekumuhan (Hwang et al., 2020). Selain itu, ketiadaan RTH dapat menurunkan nilai 
properti di kawasan tersebut, yang berdampak negatif pada ekonomi lokal (Fhitri Srena & Hermawan, 2021). 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 mengatur bahwa RTH di kawasan perkotaan harus mencakup paling 

sedikit 30% dari luas wilayah kota, dengan rincian 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. RTH publik meliputi taman kota, 
hutan kota, jalur hijau jalan, dan kawasan lainnya yang digunakan untuk kepentingan umum (Undang-Undang Republik Indonesia N0 
26. Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2007). Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan RTH yang terdiri atas RTH 
publik dan RTH privat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, 2010). 
Penyediaan RTH bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan, menyediakan ruang sosial, dan mendukung 
estetika kota (Kementerian PU, 2008). 

d. Sosial ekonomi 
Permukiman kumuh sering kali dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang menghadapi berbagai masalah sosial ekonomi. 

Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama, di mana pendapatan yang minim menghalangi akses mereka terhadap layanan dasar 
seperti air bersih, sanitasi, dan listrik (Baitalik et al., 2015). Selain itu, keterbatasan lapangan kerja membuat banyak penghuni bekerja 
di sektor informal dengan penghasilan yang tidak tetap dan tanpa jaminan sosial, semakin memperburuk kondisi hidup di permukiman 
tersebut (Baitalik et al., 2015). 

Anak-anak di permukiman kumuh juga sering kali tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan, baik karena biaya yang tinggi, 
jarak yang jauh, maupun karena harus membantu ekonomi keluarga dengan bekerja (Anne Kielland, 2015; H. Singh, 2016). Masalah 
kesehatan juga menjadi isu besar, dengan lingkungan yang tidak sehat akibat sanitasi buruk dan kepadatan penduduk yang tinggi, 
meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular (Tahsina Taher & Ibrahim, 2014). Keterbatasan akses ke layanan kesehatan yang 
memadai semakin memperburuk kondisi kesehatan masyarakat di permukiman kumuh. 

Selain itu, ketidakpastian hak milik atas tanah dan bangunan membuat penghuni rentan terhadap penggusuran dan sulit 
mendapatkan pinjaman atau bantuan perumahan (Lilford et al., 2019; UN-HABITAT, 2006). Permukiman kumuh juga sering kali menjadi 
sarang masalah sosial seperti kriminalitas, kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba, diperparah oleh lemahnya penegakan hukum 
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(Tahsina Taher & Ibrahim, 2014). Marginalisasi sosial yang dialami oleh penghuni permukiman ini, di mana mereka sering dipandang 
sebagai golongan kurang mampu atau "kelas bawah," menambah tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses peluang ekonomi 
dan sosial (Mukeku, 2018). 

 
Permasalahan permukiman kumuh ditepi sungai 

Urbanisasi yang tidak diregulasi dengan baik oleh pemerintah memaksa masyarakat untuk membuat hunian informal untuk memenuhi 
kebutuhannya, sehingga bisa berdampak negatif terhadap lingkungan (Preko et al., 2021, p. 635). Pembiaran dari pemerintah menyebakan 
permukiman dipinggiran sungai menjadi bertumbuh (Surya, Syafri, et al., 2020, p. 13). Harga tanah yang tidak terjangkau dan rendahnya daya 
beli terhadap hunian juga menjadi penyebab masyarakat miskin terdesak untuk tinggal di tempat ilegal (Sharma & Sita, n.d., p. 3733) seperti 
di atas sungai. 

 

Gambar 1. Skema penyebab dan karakteristik permukiman kumuh tepi sungai 
Sumber: Penulis 

 
Penggunaan lahan dan pembangunan di tepi sungai, permukiman kumuh dapat berdampak pada ekosistem sungai (Ekka et al., 2020, 

p. 1). Pembuangan limbah rumah tangga secara langsung ke sungai menyebabkan pencemaran air, yang mengancam kehidupan akuatik 
dan mengurangi kualitas air bagi penduduk yang bergantung pada sumber air tersebut (Kanungo et al., 2021, p. 573) (Goenmiandari et al., 
2010, p. 9). Ekosistem alami berperanan penting dalam memitigasi resiko banjir dan jika mengalami kerusakan akibat permukiman kumuh 
maka akan terjadi pengurangan kemampuan alamiah sungai untuk menahan banjir (Lallemant et al., 2021, p. 1310). Gambar 1 menjelaskan 
tentang hubungan karakter permukiman kumuh secara umum dengan permasalahan dan kendala yang terjadi pada permukiman kumuh di 
atas atau tepis sungai. 
 

Studi Kasus di Indonesia 

Makassar 

a. Aspek Sosial Ekonomi 
Pertambahan jumlah penduduk akibat urbanisasi terjadi pada kota-kota besar dan wilayah metropolitan di Indonesia termasuk Kota 
Makassar, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan aglomerasi perkotaan. Namun di sisi lain, hal ini juga meningkatnya kemiskinan, 
permukiman kumuh, penurunan kualitas lingkungan hidup, kriminalitas perkotaan, dan permasalahan perkotaan lainnya. Ekspansi 
Makassar yang cepat telah berkontribusi terhadap berkembangnya kawasan kumuh dan degradasi lingkungan. Tantangan utama bagi 
kebijakan dan strategi urbanisasi berkelanjutan adalah mengatasi kompleksitas urbanisasi, khususnya pertumbuhan permukiman informal 
dan permukiman kumuh yang sedang berlangsung di negara-negara berkembang. Kawasan kumuh yang berkembang di Makassar 
menempati luas 443,38 hektar pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 740,02 hektar pada tahun 2019, mewakili pertumbuhan sebesar 
66,9% yang tersebar di 15 kecamatan.  

b. Aspek Fisik 
Permukiman kumuh ditandai dengan kurangnya sanitasi dan layanan publik, kondisi konstruksi yang tidak memadai, dan kepemilikan 
lahan yang tidak teratur, yang sering kali tumbuh dengan kecepatan tinggi (Surya, Saleh, et al., 2020, p. 2). Kecamatan Tamalate memiliki 
daerah pesisir yang menghadap ke Selat Makassar. Wilayah pesisir ini mencakup area mangrove dan pantai yang penting untuk ekosistem 

Permasalahan kumuh di atas atau tepi sungai 
1. Fisik Bangunan 

- Banguna tidak layak akibat kepadatan dan kualitas bahan 
- Lokasi berada di kawasan ilegal (jalur hijau) 

2. Layanan pemukiman 
- Kondisi jalan permukiman berupa titian atau jembatan dengan kualitas tidak memadai 
- Masyarakat miskin masih memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan air minum 
- Bangunan yang berada di atas atau tepi sungai menyebabkan terhambatnya sirkulasi air yang 

menyebabkan genangan.  
- Susah untuk membuat sanitasi standar karena kondisi bangunan di atas sungai 
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan persampahan 
- Jalan yang sempit dan material bangunan yang terbuat dari kayu merupakan masalah besar 

terkait kesiapan bahaya kebakaran. 
3. Ekologi 

Fungsi sungai secara ekologis menjadi terganggu akibat permukiman kumuh yang dampaknya 
bisa mempengaruhi ekosistem perkotaan. 

4. Sosial Ekonomi 
Siklus kemiskinan berdampak pada pendidikan, ekonomi dan kemampuan mengakses 
layanan kesehatan sehingga menyulitkan masyarakat keluar dari permukiman kumuh. 

Penyebab permukiman kumuh 

Ekonomi 

Migrasi 

Kebijakan Pemerintah 

Lingkungan 

Permukiman kumuh di atas 
atau tepi sungai 

Karakteristik permukiman kumuh 
1. Fisik Bangunan 
2. Layanan permukiman 
3. Ekologi 
4. Sosial Ekonomi 

Permukiman kumuh 
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lokal. Kecamatan ini dilintasi oleh beberapa sungai kecil dan kanal yang mengalir menuju laut. Sungai-sungai ini sering kali menjadi 
sumber masalah lingkungan karena adanya sedimentasi dan pencemaran dari aktivitas manusia. Sungai-sungai di Kecamatan Tamalate 
sering kali mengalami pendangkalan dan pencemaran akibat limbah domestik dan industri (Surya, Saleh, et al., 2020, p. 8). 
Sungai yang melintasi Kelurahan Balang Baru, Kelurahan Parang Tambung, Pa’baeng-Baeng, dan Mangasa sering kali dipenuhi sampah 
rumah tangga dan limbah. Terdapat banyak bangunan semi-permanen di sepanjang bantaran sungai, bahkan di atas sungai yang 
memperburuk kondisi sanitasi. Berdasarkan penelitian Surya dkk (2020) masalah permukiman kumuh di Makassar berkaitan langsung 
dengan orientasi kerja masyarakat, potensi ancaman banjir, kemiskinan, ketidakberdayaan, sanitasi yang buruk, terbatasnya distribusi 
layanan air bersih, dan tingginya potensi ancaman kebakaran (Surya, Saleh, et al., 2020, p. 14). 

 

Palembang 

a. Aspek Sosial Ekonomi 
Permukiman perkotaan di tepi sungai juga menjadi tempat alternatif bagi para pendatang atau kaum miskin kota. Mayoritas masyarakat 
setempat bekerja sebagai buruh, pedagang, dan bekerja di sektor informal seperti buruh bangunan, tukang ojek, tukang cuci, tukang 
becak, tukang perahu, dan pengelola Nipah. Oleh karena itu, kondisi perekonomian masyarakat setempat dapat dikatakan hanya 
mencukupi kebutuhan sehari-hari karena pendapatan yang diperoleh tidak menentu (Pramantha et al., 2021, p. 5). 
Kondisi sosial pada permukiman kumuh Kampung 3-4 Ulu Laut di Bantaran Sungai Musi terlihat dari komposisi masyarakat yang berasal 
dari berbagai suku dari luar Kota Palembang. Alasan mereka tinggal di bantaran sungai dengan kondisi pemukiman yang kumuh adalah 
karena faktor kekerabatan yang kuat yang menyebabkan mereka dapat bertahan hidup secara turun temurun. Di sisi lain, interaksi sosial 
juga ditunjukkan dengan berbagai macam aktivitas, misalnya saja aktivitas keagamaan (Pramantha et al., 2021, p. 5). 

b. Aspek fisik 
Sebagian besar wilayah tersebut masih menghadapi permasalahan pasokan air, jalan setapak yang dapat diandalkan, kualitas 
perumahan, fasilitas sanitasi dan fasilitas pengelolaan sampah. Lingkungan yang tidak sehat akibat kurangnya pasokan air, fasilitas 
sanitasi, dan sistem pembuangan limbah dapat menyebabkan munculnya penyakit seperti diare, kolera, dan tifus. Permukiman tepi sungai 
kota Musi di Kota Palembang merupakan salah satu kawasan tepi sungai yang mengalami kerusakan lingkungan perumahan dan tempat 
tinggal. 49,1% rumah kumuh di Kota Palembang berlokasi di 33 kelurahan tepi sungai Musi (Sarwadi et al., 2002, p. 297).  

 
Banjarmasin 

a. Aspek Sosial Ekonomi 
Banjarmasin sering juga disebut sebagai kota seribu sungai keunikan kota yang memiliki banyak sungai. Kota Banjarmasin berawal dari 
permukiman tradisional yang tumbuh secara spontan di sepanjang jalur sungai sehingga menciptakan budaya sungai. Budaya sungai ini 
merupakan adaptasi karakter masyarakat yang tinggal di tepian sungai secara fisik, sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukan 
ketergantungan mereka terhadap sungai sebagai alat transportasi, sumber air minum, mandi dan cuci. Dengan pertumbuhan kota, tinggal 
di atas air menjadi bagian identitas dan ciri khas kota. Namun dengan pertumbuhan permukiman di atas atau tepi sungai yang tidak teratur 
dan ditambah lagi permasalahan sosial seperti kemiskinan dan kurangnya pendidikan menyebabkan permasalahan lingkungan. Sebagai 
pertimbangan permukiman tradisional seperti di kelurahan Kuin Utara yang berada di atas sungai dan dianggap sebagai permukiman 
tertua di Banjarmasin, dijadikan sebagai kawasan cagar budaya karena memiliki nilai sejarah (Michiani & Asano, 2019, p. 379).  

b. Aspek Fisik 

 
Gambar 2. Pola permukiman kumuh di Sungai Kuin, Banjarmasin 

Sumber: Mentayani, I. (2019). Identitas dan Eksistensi Permukiman Tepi Sungai di Banjarmasin, Identity and Existence Riverside Settlement of 
Banjarmasin. Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah, 4, 497–502. 

 
Pembangunan permukiman perkotaan di tepi sungai yang tumpang tindih dan sporadis menyebabkan permasalahan tata ruang yang 
cenderung terlepas dari tatanan perkotaan tradisional seperti yang terlihat pada gambar 2. Permukiman menjadi tempat alternatif bagi 
masyarakat miskin perkotaan yang menghadapi berbagai permasalahan fisik, seperti buruknya kondisi rumah dan jalan setapak serta 
kurangnya pasokan air, fasilitas sanitasi, dan fasilitas pengelolaan sampah. Bangunan-bangunan yang ada di sepanjang sungai 
menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti sampah hasil pertambangan dan sampah rumah tangga yang langsung dibuang 
ke sungai. Invasi terhadap bangunan di dataran banjir dan jalur hijau juga menjadi masalah (Michiani & Asano, 2019, p. 379).  
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Di Luar negeri 

Metro Manila, Filipina 

a. Aspek Sosial Ekonomi 
Masyarakat miskin lebih rentan terhadap dampak bencana alam seperti banjir. Mereka memiliki pendapatan yang lebih bergantung pada 
kondisi cuaca, tempat tinggal yang kurang terlindungi, dan rentan terhadap dampak kesehatan. Penelitian Bangalore (2019) menyatakan 
bahwa daerah-daerah kumuh di Ho Chi Minh City lebih terpapar banjir dibandingkan dengan area perkotaan lainnya, menunjukkan 
kerentanan yang lebih tinggi di kalangan masyarakat miskin. Masyarakat miskin memiliki kapasitas yang lebih rendah untuk menghadapi 
dan beradaptasi dengan guncangan akibat banjir. Mereka memiliki akses terbatas terhadap tabungan, pinjaman, atau perlindungan sosial, 
yang memperburuk situasi mereka saat terjadi bencana. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap dampak jangka panjang dari 
banjir, termasuk kerugian finansial dan kesehatan. (Bangalore et al., 2019, p. 79). 

b. Aspek Fisik 
Permukiman kumuh di Kota Ho Chi Minh dicirikan oleh rumah tangga kecil yang dibangun secara padat dan tempat tinggal yang sebagian 
besar bersifat semi permanen. Dari segi geografis, banyak permukiman kumuh terletak di distrik tertentu (distrik 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, Binh 
Thanh, Go Vap, Tan Phu) dan di sepanjang Sungai Saigon (misalnya Kenh Te, Rach Ben Nghe, Kanal Thi Nghe- Nhieu Loc, Kenh Doi, 
Kanal Thi Nghe, Lo Gom, dan Canala). 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Permukiman kumuh di atas atau tepi sungai memiliki permasalahan dan tantangan yang berbeda dengan permukiman kumuh lainnya 
akibat kekhasan topografi. Pada fisik bangunan, kualitas bahan bangunan sering kali tidak layak akibat hanya terbuat dari kayu dengan 
kualitas rendah. Kepadatan permukiman pun menjadi tinggi akibat keterbatasan lahan. Masalah utama permukiman kumuh di atas atau tepi 
sungai adalah lokasi permukiman berada di kawasan ilegal (jalur hijau).  

Permasalahan layanan pemukiman di permukiman kumuh di atas atau tepi sungai yaitu: Kondisi jalan permukiman berupa titian atau 
jembatan dengan kualitas tidak memadai; Masyarakat miskin masih memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan air minum; Bangunan yang 
berada di atas atau tepi sungai menyebabkan terhambatnya sirkulasi air yang menyebabkan genangan; Susah untuk membuat sanitasi 
standar karena kondisi bangunan di atas sungai; Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan persampahan; Jalan yang 
sempit dan material bangunan yang terbuat dari kayu merupakan masalah besar terkait kesiapan bahaya kebakaran. 

Secara ekologi bangunan permukiman kumuh di atas atau tepi sungai menyebabkan fungsi sungai secara ekologis menjadi terganggu 
akibat aktivitas masyarakat yang menyebabkan pendangkalan sungai dan mencemari lingkungan sungai. Dampaknya secara umum bisa 
mempengaruhi ekosistem seluruh perkotaan. Permasalahan sosial ekonomi yang terjadi di permukiman kumuh di atas atau tepi sungai adalah 
siklus kemiskinan berdampak pada pendidikan, ekonomi dan kemampuan mengakses layanan kesehatan sehingga menyulitkan masyarakat 
keluar dari permukiman kumuh. 

 
Upaya Penanggulangan 

Peningkatan kualitas kawasan kumuh bisa berkelanjutan jika bisa mengelola lima kategori aset atau sumber daya. Hal-hal tersebut 
adalah aset alam, aset fisik, sumber daya manusia, modal sosial, dan basis ekonomi lokal yang kuat (Antolihao & van Horen, 2005, p. 877). 
Aspek sosial berupa komitmen masyarakat untuk memelihara lingkungan dalam jangka panjang yang berkelanjutan lebih penting dibanding 
dengan aspek fisik dan aspek ekonomi (Mutaqin et al., 2019, p. 31). Penguatan struktur sosial, seperti tindakan kolektif dalam memperbaiki 
lingkungan dan membentuk jaringan sosial dengan bekerjasama dengan berbagai organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga pemerintah 
dan komunitas lainnya dalam meningkatkan kualitas permukimannya serta perbaikan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran (Yang & 
Andriesse, 2021, p. 550). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan, 
pasal 112, pola penanganan permukiman kumuh bisa dilakukan dengan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 
Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, 2016): 
a. Pemugara 

Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman kumuh menjadi layak huni 
b. Peremajaan 

Peremajaan dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap bangunan dan prasarana pendukungnya 
c. Permukiman kembali 

Salah satu upaya penataan permukiman adalah permukiman kembali dan keuntungannya adalah kepastian dan legalitas lahan (Du et 
al., 2022, p. 25) dibanding tetap berada di atas sungai. Permukiman kembali juga harus memperhatikan kedekatan warganya dengan 
sumber mata pencaharian mereka. Permukiman yang baru juga harus mempertimbangkan mitigasi risiko bencana dan adaptasi 
perubahan iklim (Du et al., 2022, p. 25). 
 

Partisipasi Masyarakat 

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan ini, karena permasalahan tersebut hadir dan berkembang di 
masyarakat. Permasalahan ini akan diselesaikan dengan membangun kesadaran lingkungan warga dan kolaborasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan (Ramadhan & Sundawa, 2020). Proyek peningkatan kualitas kawasan kumuh pada khususnya, dan proyek-proyek pembangunan 
yang lebih luas pada umumnya, dapat menjadi alat untuk memperkuat resilience di masyarakat dan pemerintah (Mitra et al., 2017). Telah 
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terbukti di banyak negara bahwa tanpa partisipasi aktif dari penghuni kawasan kumuh, proyek perbaikan kawasan kumuh kemungkinan besar 
tidak akan berhasil mencapai target jangka panjang (Das & Takahashi, 2009). Terbukti bahwa partisipasi masyarakat meningkatkan kinerja 
proyek dan meningkatkan dampaknya (Swapan et al., 2023). 

Peningkatan kemampuan penduduk daerah kumuh mempengaruhi pengembangan kewirausahaan mereka dan berkontribusi 
terhadap pengurangan kemiskinan perkotaan (J. Singh & Singh, 2024). Penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa pemukiman di tepi 
sungai itu sendiri tidak dapat dipertahankan sebagaimana adanya, sehingga perlu ditingkatkan, dari kawasan kumuh menjadi permukiman 
yang sehat dan berkelanjutan (Laurens, 2017, p. 74). 
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